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ABSTRAK

WIRA AKBARI. NPM.18810301. 2022.HAK-HAK PEMEGANG LISENSI TERHADAP
PEMALSUAN MEREK. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing | Muhammad Arief, S.H., M.H. Pembimbing
Il Nasrullah, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: Hak Pemegang Lisensi Merek, Pemalsuan, UU No 20 Tahun 2016

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan merek berdasarkan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan Untuk
mengetahui perlindungan hak-hak pemegang lisensi merek berdasarkan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Jenis penelitian dalam
penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian
kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi
kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum
yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Hak merek sebagai salah satu wujud
HKI memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan
jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Karena dalam era perdagangan bebas
seperti sekarang, merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern. Mencermati
Pasal 3 tersebut, disebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif. Hak khusus atau
hak eksklusif adalah hak pribadi dari pemilik merek dalam penggunaan mereknya. Dengan
artian pihak lain tidak dapat menggunakan hak atas merek tanpa izin dari pemilik merek.
Untuk mendapatkan hak khusus atau hak eksklusif atas hak mereknya seseorang atau badan
hukum harus mendaftarkanya terlebih dahulu di daftar merek umum melalui Dirjen HKI.
Beradasarkan penjelasan dalam Pasal 20 sampai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila pendaftaran merek yang
dilakukan oleh perorangan atau badan hukum tidak sesuai dengan kriteria yang telah
ditentukan maka pihak yang berwenang atau Dirjen HKI harus menolak pendaftaran merek
tersebut. Berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis, dapat dilihat bahwa Undang-undang memberikan perlindungan
terhadap suatu merek terdaftar untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan serta
dapat diajukan permohonan untuk diperpanjang oleh pemilik untuk jangka waktu yang
sama. Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis menyebutkan “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka



waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu
dapat diperpanjang”. Perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang
merek yang sah. Kalau hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek
Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum.
Artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak pemegang merek dapat
mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek.
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